LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG .!(
Nomor: 6 Tahun 1998 ; Serie : A Nomor 1 s
@' PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Menimbang : a. bahwa Sumber Da}'a‘Alﬂrn yang betupa bahan Galian
Golongan C merupakan potensi pendapatan deernh

f@ - dan kekayaan alam yang dapat’ dimanfaatkan dan
dilestarikan keberadaannya. =

e b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan
pengolahan Bahan Galian ‘Golongan C merupakan
jenis Pajak Daerah Tingkat 11,
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k. Undang Undang Numm' 13 Tahun 1950 tentung

Pembentukan Daerah-dae.rah l{ahupaten m k
~ Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita -

L] L.I '

Tahun 1950) ;

: Undﬁng Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomaor 38, Ta.mhahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ; _

Undang Und.ung Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan, Lembaran negara Nomor
3684) ;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lenibaran Negara Tahun
1997 Nemor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor
3685):

. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 lentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomcr 42, Tambahan Lembaran neg:ara

Nomor 3680) .

. Pgraturun Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapun Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Dacrah

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus
1950) ;

&
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7. 'Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindzhan Ibtkota Kabupaten Daernh Tingkat T
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;

. 8. Peraturan Pemetintah Nomor 19 Tahyn 1997 tentang

Pajuk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara
Nomor 3691) ;

O

Keputusan, Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tzhun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan pajak
Daerah ; :

11. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tala Cara Pemeriksaan di Bidang Pgjek
- Daerah ;

o 12. Peraturan  Daersh Kabupaten Deersh Tingkat 1T
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Fenvidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I magelang Nomor
12 Tahun 1988 Seri ) Nomor 12),

* Dengan pergetujuan m:-wan Perwnkilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dasrah Tingkat
I{ quelaug
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MEMUTUSKAN

Menetapkan . : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT [II MAGELANG TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGOLAIIAN BAHAN GALIAN

GOLONGAN (.

BAB |
KETENTUAN UMUM ’

Pasal 1

Dalag Peraturan Daerah ini yaog dimaksudkan dengan :

a.
b.

=R

[Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang ;

Pemerintah Daerah adalah Pemnerintaly Kabupaten Daerali Tingkat [ Magciang ,

" Kepala Dasrah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat [l Magelang ;

Pejabat adalah pegawai yang dibeti tugas tertentu di bidang perpajaskan Dasrah
sesudl peratursm pernndang-undangan yang berlaku ;

Wilayah Daerah-adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Magelang ;

Pajak Pengambilan dam Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutaya
disebut Pajak adalah pemungutan daerah atas pengambilan dan pengolaian k‘
galian golengan C ;

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan perundang-undaogan yang beclaku ;

Eksplorasi bahan Galian Gnlungaﬁ C adalah sumber pengambilan bahan galian
golongan C dari sumber alam bail di dalean maupun di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan ;

Surat Pemberitahumn Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SPTPD) adalah
‘surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran pajak yang terutang menurut Feraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daeral ;
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Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalab surat yang
digunakan oleh Wajib Pajalc nntuk melakukan pembayaran atan penyetaran paiak
yang terutang ke Kas Daerab atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yany selanjutnva disingkat SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

Surat Ketelapan Pajak Daerah Kurang Bayar yaog selajutnva disingkat
SKFDKB adalah Surat Keputusan yang menentuksn besarnya jumiah pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran poiol pajak,
besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

. Swat Ketetapan Pajak Duerah Kurang Bayar Tambahan vang seclznjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang meneniukzn zmbabm ales

jumlah pajak vang telah ditetapkan ;

Surzat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutaya disinglcar SKFDLE
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumnlah kelebihan pembayaran paiak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dati pajak yang terutzng dam lidsk
seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutoya disingkat SKPUN adaish
Surat Keputusan yang meneotukan jumlah pajak yang terulang sama besanya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kradit pask |

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPI adalab Sural untuk
melakukan tagiban pajalc dan atau saoksi administrasi berupa bunga dan atsu
denda ; e
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajaian Loersh
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yaug berlaku;  «

Badan adalah suatu bentuk badan nsaha yang meliputi Persercan Terlatas,-
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara: atau
Daerah denyan nama dan dalam beniuk apapun, Persekutuan, Ferkumpulan,
Firma, Koogsi, Koperasi, Yayasan alan organisasi sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainny .
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BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penganibilan dan Peogolahan Bahan Galian Golongan C
cipungut Pajak atas kegialan eksploifasi bahan galian golongan C, 6‘)

Chyel Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian Golongn C.

Bahan Galizm Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
melipuhi :

.

PPRETRT IR ~N0oRnpp

L3

AN gsErsaE

HFH R

Asbes ;

Batu tulis ;

Batu Setengah perinata ;
Batu Kapur ;

Batu Apung ;

Batu Permala;
Bentonit ;

Dolomit ;

Feldspar ;

Garam batu (halile) :
Grafit ;

Granit ;

Gips ;
Kalsit; . g
Kanlin ;

‘Lensit ;

Magnesit ;
Mika;
Marmer ;
Nitrat. ; "
Opsidien ;
Oker ;

Pasir dan Kerikil ;
Pasir Kuarsa;
Perlit ;
Phospat ;

Talk ;
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ab. Tanah Serap (fuller earth) ;
ac., Tanah Dialome ;

ad. Tanah Liat;

ae. Tawas (alum) ;

af, Tras;

ag. Yarosif ;

ah. Zeolil. e

= . Pasal 3

(1)  Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atay
mengambil bahan galian Golongan C,

(2)  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
cksploitasi bahan galian golongan C.,
BAB 11
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan gslian
Golongan C.

(2)  Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibitang dengan
mengalikan vaume / tonase hasil eksplaitasi dengan nilai pasar atan. harga
standar masing-masing jenis bahan galian golongin C.

(3)  Nilai Pasar sehagaimana dimaksud pada ayal (2) Pasal ini pacla masing-masing
jenis bahan galian golongan C ditetapkin secara periodik oleh Kepala Daerah
sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

(4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Fasal ini citelagkan oleh
Instansi yang berwenang dalam bidang penanbangan hahau galian golongan C.

Pasal 5

Besarnya Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20% (dna pulub parsen).
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BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak yang terutaog dipungut di wilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarip Paja
sebagairnana diraksud pada Pasal 5 dengan Dusar Peogenaan Py
sebagairaana dimaksud pada Pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang laroanya 1 (satu) bulan takwim.,

Pasal 8

Pajak terutimg dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian
galongan C dil:akukan.

Pasal 9

(1)  Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SETPL,

SPTPD sebagnimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas,

2)
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kussanya.

SFPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala
Daerah selambat-lambatuya 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa
pajak.

(4)  Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPI) ditetapkan oleh K epala Dacrah.

3)
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(1)
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. BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) in, Kepala
Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang
dibayar setelah lewat wikiu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan snoksi administrasi berupa biunya sebesar 2% (dua persen)
sebulan dan ditagih dengan menecbitkan STPL.

-

Pasal 11

Wgjib Pzjak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksed pada
Pasal 10 ayat (1) peratuwran Daerah ini digwakan untnk menghilung,
mamperhitungkan dan tuenetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka walktu 5 (lima) talum sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPDKB sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini ditechitkan :

a Apabila berdasarkan lasil pemeriksaan alau kelerangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurapg bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
alau terlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pulub
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pujak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
alau terlambat. dibavar untuk jangka waktu paling Jama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat lerutanimya pajak ;
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¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenulEi. pajak yang terutang
~ dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikim 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanks
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau teclambat dibayar uutuk jangka wakty paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

o (T)— SKPDKBT sebagainiana dimeksud pada ayat (2) hwruf b Pasal ini diterbitkan

®

(®

G

(L)

apabila d'temakan data bawu atau data yang sennda belum terungkap v:
menyebabkan penamtehan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi
administrasi berupa k2oaikan sebesar 100% (seridus persen) deri jurnlah

kekuraagan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimma ithoaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pusal ‘ni diterhitian
apabila jumiah pajak yaog terutzng sama besarnya dengan jurlzh kredit pejak
atau pa ek tidek leyutang dan tdak ada kredit pajiik.

Apatila kevajiban membayar prjak feiutany 4amn SKPDKE dan SKPDKET
sebagairoana diraaksud pada avat (2) fawwf a dun b Pasal ini tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengaa
menerbitican STPI) ditambih dengan sanksi admnistiasi Serupa bungan 24
(dua pers=n) setulan.

Penambahan jandsh Pajal: yarg te warg sebagain.ana dim:keud pacas wat (4)
tidak diken:kim pada wajib pajak aaldla melaporkan send’ri sebelum dilalukan
tindakan pe neriksaan,

A8 VI
TATA CARA PUMEAYARAN

IFacal 32
Zembarai @: pajuk filakal an di bae Daereh st te npat lein yag! cibimjul ciel)

Lepida Daecai veswi wacku yarg dilertuken lama SET1T, SKPD, sEPOLE,
SKPDEBT Jen STPD.
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@) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjul, hesil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daevah,

3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) Pasal ini
dilakulkan dengan meuggunakan SSPD,

. Pasal 13

(1) DPembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau Iunas.

2) Kepala Dazrah dapat menberikan persetujuan kepada Wajib Pajak urtuk
mengangsur pajiuk terutang dalam kurun wektu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukao.

@) Angsuran pemtwyaran pajak selagaimana dimaksud pada ayar (2) Pasal ini.
harus dil:kukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikeszakan buogs
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang

- dibayar.

(4 Kepala Dacrah dapat memberikan persetujum kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pgjak sampai batas waktu yang ditemtukan setelah
memenuli persyaratan yang ditentukau dengan dikenakan bunga 2% (dus
persen) schulan dari junilah paak yang belum atau kurang dibayar.

-

WJ Persyaratan untuk Japat mengangsur dan memnda pembayaran serta tata cara
pembayarm argsuran dan penundain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

-~ ayat (43 Pasal ini, diteiapkmn clah K 2pala Daerah. -

-
-
-

Pasal 11 -

(1) Setiap pernbayarm pujac sebagainuma dimaksud pada Pasal 13 diberizan 1m1dm
bukti perJa/a‘a dand. cta. dalaun bulta penerimann., L,

(2) Bennik, fem‘s, (64, vhurzn tanda lulti pen beyeran dan huku penarimaaa pajak
sebagaimana dunakgud padaayat (1) Pasal ini, ditetapkan cleh Kepala Daexgh,
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BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 156

(1)  Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal
lindaken pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujub) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran, '

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Su
Peringatan atau sura! lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melurzsi pejak vang

lerulang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan alau swat liin yang sejenis selagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabar.

Pasal 16

(1) Apszhila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangia
waktu sebagaimuna ditentukian dalam Surat Teguran atau sura: Peringaian aian
sural lain yang sejenis, jurnlah pajakk vang harus dibayar dltaglh deng;:an Surat
Paksa.

(ﬁ} Kepala Daerah i;till pejabal menetbitkan Surat Paksa segera setelah lewsat 21
~ ° 77 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Tegwen alan Sufat Peringalan atau

surat lain yang sajenis.
Pasal 17 3 >

Apabila pajak -yang berus dibayar tidak dilunesi dalam jangka welita 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepali Dacrah aleu pejabat segara
menerbitkan Surat Perinlal melaksanakan Penyituan.

P'asal 18
Setelah dilikukan penyilaao dan Wajib Paak belam juga mohwasi utang pajaknye,
sete.ah lewat 10 (sepulub) hari sejak tanggal pclaksanaan Surat Perintah

Malaksanahm Penyitaan, Kepala Daerah atau pejabat mengajukan permintaan
penetapan Eﬂgal pelelangan kepada Kantor Lelang negera.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam den tempat pelaksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

. Beatuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan"penagihan Pajak
Dazrah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21 i

(1) Kepala Daerah berdasarkan permochonan wajib pajak dapat mamberikan
. Pengurangan, keringangan dan penibebasan pajaks.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan paak
> sebdgaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerch.

BAB X
m TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
. KETETAPAN DAN PENGHAPUESAN ATAU PENGURANGAN
\ SANKSI ADMINISTRAS]

Pasal 22

(4)  Kepala Daeral: atam pejabat karens jnlxuau atan atas pernchonin waiih pagak
dagpat :
i mﬂ-nief;ﬂkm“shf”‘*?a'r&u'sr(rrﬁa at1a|SKPDKET aau STPD yaog
keke De::':'luann]a te 41915 keselalan ddis, kesalechan hiwg dn afau
t ,oa ( ”“* lﬁmﬁ _peiaﬂu,fm ! ;m,dmg-undmagm perpajakan
; M"E’;ﬂ. _ hl\l+ Vi i l . e i

|
‘. '{AE:J.'-'f.-'r_-.‘f T T A =Ll
AR i,
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a.  membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;

b. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administragi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajok yang terutang dalam hal sanksi fersebut
dikenakan karena kekhilafem Wajih Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(1)  Permohonan pembetulmy, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanks administrasi atas SKP'D, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebaguimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Daerah selambel- Q
lambatnya 30 (tiga pulub) bhari sejak tanggal diterima SKPD, SKEPDKE,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alaszm yang jelas.

(2) Kepala Dasrah atau Pejabat paling lama 3 (liga) bulan sejak surat permohonan
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditzrima, sudah harus
memberikan keputusan.

(3)  Apshila setelah lewat walktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimnaksud palz ayat (3)
Pasal ini Kepala Duerah atau Pejabat tidak menberiken keputusan,
permohonan  pembetulan, pembatalan, pepgurangan ketetapan daa

penghapusan atau pangurapgan sanksi administrasi dianggap dikabalkan. —
s H
! BAB XI . —
KEBERATAN DAN BANDING . &, ;
Pasal 23
(4) Wiajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya keoada Kepala Beerab atan o
pejalat alas suaty : s s
a SKPD;
b. SKPDKE;
c. SKPDKBT;
d. SKPDN,

(5)  Permolionan keberatan sebagaimsna dimal.sud pada syat (1, Paval ini hawus
disaripail.an secara tertuiis dalam Bahasa Indonesia pcling 1ana 3 (tigy) bulan
sejak tanyggal SKPD, SKPDKB, SKFDSBT, dan SKFDN diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apahila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ita
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, .
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(1) Kepala Daerah atau Pejabat dalan jangka walktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggd Surat Permobonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayaf
(2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.

2) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belss) bulan setogaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keptuusan,
permnhonan keberala dianggap dikabulkan,

(3) Pengajuan lieheratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
o menunda kawajiban mewnbayar pajak.

Pasal 24

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan binding kepada Badan Penyelesaizn Sergketa

Pajax dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimmya keputisen
keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimma dimaksud pada ayat (1) Pasal izé tidak
menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 25
Apabls pengajusn keberatan sebagaimana dimaksud dalon Pasal 23 atan handing
selagaimana dizugksud dalam Pasal 24 ini dikabulkan sebaginn stau selurubnya,

Le'eliban pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
m 2% (duapersen) sebulan untuk paliog lawna 24 (dua pulub cmpat) bulan,

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26
€)  Wyiib Pajak dapat wengajukanpermohanan  pengembalian  kelebihan

rembayarin pajak kepada Kepala Daerab algu pejabat secara lt rtulis dengan
menyebut kan sekurang-kurangmys :

Dipindai dengan CamScanner



16

a Nama dan alamat Wajib Pajak ;

b. Masa Pajelk ;

¢. Besarnyakelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas.

(1) Kepala Daerah atau Pejubat dalam jangha wakiu paling laoa 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengerbalian kelebihan perobay
pajak sebagaimana dimoksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberi
I:ep’utusaﬁ.

(2)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) Fasal ini dilampaui
Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelehihan pambayaran pajak dimpgap dikabulkan dao SKPDLB
harus diterbitkan dalamcd waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Apabila Wajib Fajak mempuny:i urang pajak lainnya, kelebihan pembavaran
pajek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu uteng pajak dimaksud, v

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakulian dalam waktu paling lama
2 (dua) hulan sejak diterbitkannya SKFDLB deigan menerbithan Surat
perintah Membayar Kelebiban Fajak (SPMKP).

(5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelab lewat
waktu 2 (dua) bulan sejuk diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dasrah

memberikan imbalann bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan a!’
keterlambatan pembayaran kelebiban pajak. '

Pasal 27
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitunglum dengan utang pajak lainnys,

sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (), pembayarannva dilakukan dengan cara
pemindah-hukuan dan bukti pemindah-hukuan juga berlako sebagai bukti pembayaran.
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BAB X1
KEDALUWARSA

Pasal 28
(1) Hak untuk melakuken penagihan pajak, keddluwarsa sefelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak sast lerutangoya pajak, kemah apallld
Waijib Pajak melakulan tindak pidana di bldumg.p('fﬁlﬂkﬁnmrah »

o (2) Kedaluwarsa penagihan pajak be&q:f'umma dimaksud p-ada ayat (l} Pasal i

tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ) alan |
b. Ada pengaltuan ulang pajak dari Wajib Pajuk langsung !ILII..i]Jlm rmaL .

langsuny.

BADB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Wajib Pajak yang karena kealpasannya tidak roenyampaikan SPTPL atau
mengisi dengan tidak benar atan tidak lengkap alau melampirkan keterangan
yang tidak benar selingga merugikan kevangan Daerab dapat dipidana dengan
pidana kungan paling lama 1 (satu) tahvn dan alan denda paling kima 2 (dua)
kali jurnlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Fajak yang dengan sengaia lidak menyampaikan SPTFPD atan mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampickan keterangan yang lidak
benar sehingga merugikan keuangan daerab dapat dipidana dengan pidana
penjara paling Lama 2 (dua) talnn dan alau denda paling banyak 4 (empat) kali

junilah pajak yang terutang.

Pasal 30

. 'lmd.nk pidnua sebogaimana dimaksud dalam Pasal 29 fidak dituntut selelah

mdacupmu ‘wakiu 10 rsepuluh) talim -afjnk uaat temlmguya pqa]: atau berakhirnya
Mma Pajak.
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BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungzn Pemeriniah Daerah diberi -
wewenang khusus sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidan
di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Unda
Noroor 8 Tahun 1981 tentang Huliwm Acara Pidana,

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a  Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelili keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersehut menjadi lengkap dan jelas.,

b.  Menelili, mencari dan mengwupulnkn kelerangsn mengenai crang pribadi
atau badan tentang kebeparan »orhuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpaakan daerah tersebut.

c. Meminta keterangan dan babin bukt dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidaoa di bidang perpajakan daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen Iain
berkenaan dengran tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

Melakukan penggeledahin untuk mendapatkan bahan bukli pernbukuan, 9
pencatatan, dan dokumen-dokwmen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebur ;

f. Meminla bantuan tenaga abli dalamn rangka pelaksanaan lugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

g. Menywruh berbenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
Eempai pada saal pemeriksaan _agsflnng berlangsung dan memeriksa
idertitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagiamana dimaksud
pada huruf e ;
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5 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajak
daerah;

b. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa snlmg-u
tersangrka atau saksi ;

c.  Menghentikan penyidikan setelalh mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi
"e Republik Indonesia babhwa tidak terdapar cukup bukti atan peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Polici
Republik Indonesia menyampaikan hal tersebut kepada Penuntut Urum,
Tersangka atau kelvarganya ;

d. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daersh menurut hukum vang dapat

dipertangyung jawabkan,

(1) Peavidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fasal ini memberitabukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik:m kepada Penyidik

Pdlisi Republik Indonesia.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
(' Pasal 32 —

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daersh.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini roulai berlalou pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner



20

Agar supaya setiap orang dapal mengelahtinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat [ Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
padatanggal 28 Pebruari 1993 @)

DPRD BUPAT| KEPALA DAERAH TINGKAT i
KABUPATEN DATI I MAGELANG MAGELANG

RETUA

TTD TrTD

H. A.SOBOERI KARDI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia '
Nomor ; 973.33.767 Tangygal 14 - 9-1998
Direktorat Jenderal Pemerittabim Umum dan Otonomi Dasrah
Direklur Pembinaan Pemerintabhan Daerah

TTD. »
DRS. KAUSAR AS. :

Diundangkan dalaro Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tiogkat [I Magelang
Nomar 6 Tahun 1908, Tangeal 22 Septemnber 1998
Seri A ; Nomor 1

“Yml, Sekretaris Wilayah / Daerah
Ml
Drs. H. SOLECHAN AS. i)
Pembina Tinglat 1. =
NIP. 500 034 460,
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PENJELASAN
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PERATURAN DAERAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT TLMAGELANG

TENTANG

NOMOR 2 TAHUN 1908

" PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN €

UMUM

Bahan Galian Golongan C merupakan sumber kekayaan dam yaog perlu
dioptimalkan pemanGutantiya dengan cara miengatne dan mengendalikan pengarobilan
dan pengolahamnnys serta menerapkan sumber pendapatan untuk memmjang
Legiatan pemhangunan dan pemerintahan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajek Daerab
dan Relribusi Dasrah bahwa Retribusi Pengambilan dan Pengoiatzn Bahan Galian
golongzm C yang semula merupakan jenis retribusi dan dikelola oleh Daerah Tingkat
[, dinyatakan menjadi Pajak Pengarbilan dan Pengolaban Bahan Galian Gelongan C
yang diserahkan pengelolaannya pada Daerah Tingkat Il dengan pertimbangan unink
lehih memperkuat upaya peningkalan penecinmaan Daerah Tinghat [l dan
mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertamggung jawsb
dengan titik berat pada Daerah Tingkat (1.

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
. Cukup jelus.

CUkllpji"]ﬂi.
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1 avat (4)

10
11
12
13
14
15
16
ti.
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Nilai pasar DBahan Galian golongan C ditetapkan

ysecara periodik olaa Kepala Dacorah  vang

ditetipkan dalam Sural Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

Instansi = yang berwenang menentukan harga
standar bahan Galian Golongan C adalah Dinas

Pertambangan. , ’

Besarmya larip pajak “sebesar 20% (dua pulub
perseratus) berdasarkan Nilai Jual Hasil
Eksploitasi tahan Galian Golongan C.

Culkup jelas.

Masa Pajak lamanya ditetapkan cleh Kepzla
Daerah di dalmn Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat [[ Magelang.

Culkup jelas.

Culcup jelas.

Cu.lmp jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Culcup jelas.

Culcup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas,
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Pasal 18 :  Cukuprjelas.
Pasal 19 ¢ Cukup jelas.
Pasal 20 ' v Cukup jelas.
Pasal 21 : Culkup jelas,

22 Cukup jelns.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 'CuEup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.

’ Pasal 28 Culowp jelas. -
Pasal 29 Cukup jelas. :
Pasal 30 Cukup jelas.

~ 1 Sesuai dengan kefentuan yang diatur dalam

Q
é

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana dan Fatwa Mabkamah Agung
Republif Indonesia Nomor : KMAT14/1V/1990
tanggal 7 April 1990 tentang Penyerahan Hesil
Penyidikin Penyidik Pegawal Negeri Sipil kepada
Penuntut Umuirn,

Cukup jelas,

Culkup jelas. N

@ a9
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